BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 3j0 /2023

TENTANG

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TABALONG BERUPA
PERALATAN DAN MESIN DENGAN CARA DIHIBAHKAN KEPADA KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR
WILAYAH KALIMANTAN SELATAN TAHANAN KELAS IIB
TANJUNG KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung
jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 74 Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah
Kalimantan Selatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Tanjung Kabupaten Tabalong Nomor W.19.PAS.PAS.10-
UM.01.01-1342, tanggal 08 Desember 2022 perihal
Permohonan bantuan Kendaraan Operasional Roda 2 dan
Roda 4;

b. bahwa berdasarkan Telahaan Staf Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Nomor B-
511/BPKAD/ASET-TS/032/04/2023 tanggal 10 April 2023
Perihal Permohonan Bantuan Kendaraan Operasional Roda 2
dan Roda 4 Milik Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada
Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Rumah Tahanan Negara
Kelas I[IB Tanjung yang telah mendapat persetujuan oleh
Bupati Tabalong tanggal 13 April 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 24);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor
08);

MEMUTUSKAN:

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong
Berupa Peralatan dan Mesin dengan Cara Dihibahkan Kepada
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Tahanan Kelas [IB Tanjung
Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, digunakan untuk Sarana Operasional
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung.

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah
Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani
antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan
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penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KEEMPAT : Selanjutnya Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik
Daerah Kabupaten Tabalong melaksanakan Penghapusan Daftar
Inventaris Barang Daerah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah
dan Berita Acara Serah Terima Barang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2% s H023

BUPATI TABALONG,
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Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ 21 /2023
TANGGAL 23 un( 205
DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TABALONG BERUPA PERALATAN DAN MESIN DENGAN CARA DIHIBAHKAN
KEPADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN
SELATAN RUMAH TAHANAN KELAS IIB TANJUNG KABUPATEN TABALONG
Jenis Barang/ No. Tahun Merk/type/ Nomor Nomor Rangka | Nomor Mesin
NG, Nama Barang Kode Barang Register Pembelian Warna Polisi Peruntuken Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Sepeda Motor 1.3.2.02.001.004.001 000169 2008 Suzuki/Smash DA 538 HC MH8BE4DFA8 | E451.1D.583 | Sarana Operasional
/Biru-Hitam J-572058 676 Rumah Tahanan
Negara Kelas [IB
Tanjung
2. | Sepeda Motor 1.3.2.02.001.004.001 000176 2008 Suzuki/Smash DA 566 HC MH8BE4DFA8 | E451.ID.585 | Sarana Operasional
/Biru-Hitam J-572890 769 Rumah Tahanan
Negara Kelas I[IB
Tanjung
3. | Sepeda Motor 1.3.2.02.001.004.001 000173 2008 Suzuki/Thund DA 610 HC MH8EN125A8 | F405.1D.532 | Sarana Operasional
er/Biru-Hitam J-532700 562 Rumah Tahanan
Negara Kelas [IB
Tanjung
4. Sepeda Motor 1.3.2.02.001.004.001 000032 2001 Honda/Win/ DA 833 HA MH1HABA131 | HABAE- Sarana Operasional
Hitam K058834 1058813 Rumah Tahanan
Negara Kelas [IB
Tanjung
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